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ABSTRAK 

 

Elma, Lastiarma Purba. 2023/23230002: “Persepsi Masyarakat dalam 

Implementasi Prinsip Good Local Governance dalam Pengelolaan 

BUMDes (Studi di Desa Sabungan, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten 

Tapanuli Utara).” 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap 

implementasi prinsip-prinsip Good Local Governance dalam pengelolaan Badan 

Usaha Milik Desa (BUMDes) Martabe di Desa Sabungan, Kecamatan Sipahutar, 

Kabupaten Tapanuli Utara. Penelitian difokuskan pada lima prinsip tata kelola yang 

baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efisiensi dan 

efektivitas, serta supremasi hukum, sekaligus mengidentifikasi tantangan, 

hambatan, dan strategi peningkatan pengelolaan BUMDes. 

Metode penelitian yang digunakan adalah mixed methods dengan pendekatan 

sequential explanatory. Tahap awal pengumpulan data dilakukan secara kuantitatif 

melalui angket kepada 92 responden yang dipilih menggunakan simple random 

sampling, kemudian dilanjutkan pengumpulan data kualitatif melalui wawancara 

mendalam, observasi, dan dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat penerapan prinsip transparansi 

(39%), akuntabilitas (39%), dan partisipasi masyarakat (40%) berada pada kategori 

rendah. Prinsip efisiensi dan efektivitas (58%) serta supremasi hukum (54%) berada 

pada kategori sedang. Hambatan yang ditemukan meliputi kurangnya mekanisme 

publikasi laporan keuangan, lemahnya tanggung jawab pengurus terhadap kinerja, 

minimnya partisipasi masyarakat, keterbatasan modal usaha, serta rendahnya 

kepatuhan masyarakat dalam pembayaran utang-piutang. 

Strategi yang direkomendasikan untuk meningkatkan efektivitas dan 

keberlanjutan BUMDes meliputi: penerapan SOP keuangan secara konsisten, 

evaluasi rutin kinerja pengurus, peningkatan kapasitas dan pendampingan 

masyarakat, pemanfaatan skema pembiayaan alternatif, serta edukasi hukum untuk 

meningkatkan kepatuhan warga.Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan 

pengelolaan BUMDes sangat bergantung pada konsistensi penerapan seluruh 

prinsip Good Local Governance, yang memerlukan sinergi antara pengelola, 

pemerintah desa, dan masyarakat agar BUMDes dapat berfungsi optimal sebagai 

motor penggerak ekonomi desa secara berkelanjutan. 

Kata Kunci : BUMDes, Good Local Governance, Transparansi, Akuntabilitas, 

Partisipasi 
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ABSTRACT 

 

Elma, Lastiarma Purba. 2023/23230002. Community Perceptions of Good Local 

Governance Principles in the Management of Village-Owned Enterprises (A Study 

of BUMDes Martabe in Sabungan Village, Sipahutar District, North Tapanuli 

Regency). 

This study aims to examine community perceptions of the implementation of 

Good Local Governance principles in managing the Village-Owned Enterprise 

(BUMDes) Martabe in Sabungan Village, Sipahutar District, North Tapanuli 

Regency. The research focuses on five key governance principles transparency, 

accountability, community participation, efficiency and effectiveness, and the rule 

of law while also identifying the challenges, obstacles, and strategies for improving 

BUMDes management.  

A mixed methods approach with a sequential explanatory design was 

employed. The initial stage involved quantitative data collection through 

questionnaires administered to 92 respondents selected using simple random 

sampling, followed by qualitative data collection through in-depth interviews, 

observations, and documentation.  

The findings reveal that the implementation levels of transparency (39%), 

accountability (39%), and community participation (40%) fall within the low 

category, while efficiency and effectiveness (58%) and the rule of law (54%) are in 

the moderate category. Key obstacles include the lack of a structured financial 

reporting mechanism, weak managerial accountability, limited community 

participation, restricted business capital, and low compliance in repaying debts to 

BUMDes.  

Recommended strategies to enhance effectiveness and sustainability include 

consistent application of financial Standard Operating Procedures (SOP), regular 

performance evaluations, capacity building and community assistance programs, 

utilization of alternative financing schemes, and legal education to improve 

compliance. This study emphasizes that the success of BUMDes management 

depends heavily on the consistent implementation of all Good Local Governance 

principles, requiring strong synergy among managers, village governments, and the 

community to enable BUMDes to function optimally as a sustainable driver of the 

village economy. 

Keywords:BUMDes,Good Local Governance, transparency,accountability, 

community participation 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Nasional, hal pertama yang 

dilakukan adalah penguatan ekonomi di tingkat desa. Desa mempunyai peran 

strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan 

program pembangunan ekonomi yang memberikan peluang bagi warga untuk 

mengembangkan usaha. Setiap desa sebenarnya memiliki beragam potensi 

yang dapat dimaksimalkan. Oleh karena itu, desa dituntut untuk mampu 

mengenali dan memanfaatkan potensi yang ada di wilayahnya secara optimal. 

Dalam mewujudkan hal tersebut, Pemerintah mempunyai tanggung jawab 

dalam merealisasikan tujuan negara demi kesejahteraan rakyat, baik di tingkat 

Nasional maupun Daerah. Tugas ini  mencakup pelaksanaan tugas dan fungsi 

pemerintah yang berorientasi pada pelayanan, pembangunan, pembinaan, dan 

pemberdayaan masyarakat guna mewujudkan cita –cita bangsa (Bachtiar 

2019). Dalam hal ini pemerintah harus memastikan adanya peluang yang luas 

bagi pemenuhan kebutuhan rakyat, sesuai dengan perintah alinea keempat 

pembukaan UUD 1945, Pemerintah berkewajiban melindungi seluruh 

masyarakat indonesia dan tumpah darah indonesia berdasarkan nilai- nilai 

Luhur Pancasila sebagai dasar negara dan panduan moral bangsa.  

Potensi daerah merupakan sumber daya asli yang dimiliki oleh desa yang 

dapat dikembangkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan peluang bagi desa untuk mengelola 
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potensi tersebut secara mandiri melalui kewenangan otonom. Salah satu 

langkah strategis dalam memanfaatkan potensi lokal adalah dengan mendirikan 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yaitu kelembagaan ekonomi yang 

sepenuhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa, dan dikelola 

bersama oleh pemerintah desa dan masyarakat. BUMDes berfungsi sebagai 

penggerak perekonomian desa melalui pemanfaatan sumber daya lokal seperti 

penduduk, aset, dan jasa pelayanan demi kemakmuran masyarakat.  

Agar BUMDes berjalan efektif dan berkelanjutan, diperlukan tata kelola 

yang baik (good governance) yang mencakup prinsip transparansi, 

akuntabilitas, partisipasi, dan inklusivitas. Hal ini sejalan dengan pandangan 

UNDP bahwa good governance adalah sistem tata kelola yang responsif dan 

mampu menjalin kerja sama yang konstruktif antara pemerintah, masyarakat, 

dan sektor swasta. Dengan tata kelola yang baik, BUMDes dapat menjadi 

sarana untuk memperkuat kemandirian desa, mempercepat pertumbuhan 

ekonomi lokal, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara 

berkelanjutan. 

Desa Sabungan yang terletak di Kecamatan Sipahutar, Kabupaten 

Tapanuli Utara, merupakan salah satu desa yang memiliki potensi sumber daya 

alam dan masyarakat yang besar jika dikelola dengan baik. Untuk mendorong 

pertumbuhan ekonomi lokal, desa ini telah membentuk Badan Usaha Milik 

Desa (BUMDes) sebagai lembaga ekonomi desa yang bertujuan meningkatkan 

kesejahteraan warga. Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 



3 
 

 

tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha 

Milik Desa, dalam Pasal 23 Ayat (1) disebutkan bahwa BUMDes dapat 

menjalankan berbagai jenis usaha, termasuk usaha di bidang keuangan yang 

mencakup kegiatan ekonomi berskala mikro oleh pelaku usaha desa. Ayat (2) 

menegaskan bahwa unit usaha tersebut dapat memberikan akses terhadap 

layanan ekonomi yang mudah dijangkau masyarakat desa, dalam rangka 

mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Landasan hukum ini memberikan 

ruang bagi BUMDes untuk menjadi motor penggerak ekonomi desa yang 

adaptif dan berorientasi pada pemberdayaan. 

Di Desa Sabungan, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara, 

terdapat dua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yaitu BUMDes Sabungan 

Ni Huta 1 dan BUMDes Martabe. Namun, saat ini hanya BUMDes Martabe 

yang masih berjalan atau beroperasi saat ini. Meskipun demikian, pelaksanaan 

dan pengelolaan BUMDes Martabe masih menghadapi sejumlah tantangan 

yang cukup serius. Salah satu permasalahan utama adalah kurangnya 

transparansi dalam pengelolaan laporan keuangan. Selain itu, pengurus 

BUMDes dinilai kurang terbuka dalam menerima kritik maupun masukan dari 

masyarakat. Hal ini berdampak pada terbatasnya komunikasi antara pengurus 

dan warga desa, yang pada akhirnya menurunkan tingkat kepercayaan dan 

partisipasi masyarakat dalam mendukung program serta kegiatan BUMDes. 

Rendahnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif juga menjadi 

hambatan besar dalam pengembangan usaha desa. Ditambah lagi, persoalan 

hutang-piutang antar pelaku usaha yang tidak tertata dengan baik 
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mencerminkan lemahnya sistem manajemen dan belum optimalnya penerapan 

tata kelola yang transparan dan akuntabel.  

Peneliti melakukan wawancara pada tanggal 26 November 2025 dengan 

Salah satu warga di desa sabungan yaitu ibu LS (37), beliau menyampaikan 

bahwa : 

“Kami sebagai masyarakat sebenarnya ingin terlibat dan mendukung 

BUMDes, tapi kadang informasi tentang kegiatan atau laporan 

keuangannya tidak pernah kami dengar. Kalau ada masalah pun, susah 

disampaikan karena pengurus seolah tertutup.”  

 

Hal ini diperkuat dengan wawancara dengan Ibu Boru Simanjuntak, 

Bendahara BUMDes Martabe, Desa Sabungan Nihuta 2, Kecamatan Sipahutar, 

Kabupaten Tapanuli Utara. Ibu Boru Simanjuntak menjelaskan bahwa : 

“Di Kecamatan Sipahutar terdapat dua BUMDes, yaitu BUMDes Martabe 

dan BUMDes Sabungan Nihuta 1. Saat ini, BUMDes Martabe masih 

beroperasi dan berkembang, sedangkan BUMDes Sabungan Nihuta 1 

mengalami kemunduran hingga tidak beroperasi lagi. Salah satu kendala 

utama yang dihadapi adalah tingginya jumlah hutang piutang masyarakat 

yang belum terselesaikan, sehingga membatasi modal usaha dan 

menghambat pengembangan BUMDes. Selain itu, rendahnya kesadaran 

dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes turut menjadi 

faktor penghambat. 

Ibu Boru Simanjuntak menegaskan pentingnya sistem pengelolaan hutang 

piutang yang efektif serta peningkatan partisipasi masyarakat agar BUMDes 

dapat berfungsi secara optimal dan berkelanjutan. Dengan penerapan tata kelola 

yang baik dan pemanfaatan potensi lokal secara maksimal, BUMDes Desa 

Sabungan diharapkan dapat berkembang dan menjadi contoh bagi desa lain 

dalam meningkatkan perekonomian desa. 
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Oleh karena itu, pengembangan BUMDes Martabe ke depan perlu disertai 

dengan berbagai langkah strategis, seperti edukasi dan sosialisasi kepada 

masyarakat, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta penerapan prinsip-

prinsip good local governance. Dengan demikian, BUMDes dapat benar-benar 

menjadi wadah yang efektif dalam mengelola potensi desa secara berkelanjutan 

demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Sabungan. 

Dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), penerapan Good 

Local Governance atau tata kelola lokal yang baik merupakan aspek 

fundamental untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan usaha desa. 

Good Local Governance mengacu pada lima prinsip utama, yaitu transparansi, 

akuntabilitas, partisipasi, efektivitas dan efisiensi, serta supremasi hukum. 

Transparansi menciptakan keterbukaan dalam pengelolaan informasi dan 

keuangan BUMDes. Akuntabilitas menuntut pertanggungjawaban dari 

pengelola kepada masyarakat; partisipasi mendorong keterlibatan aktif warga 

dalam proses perencanaan hingga evaluasi; efektivitas dan efisiensi memastikan 

bahwa sumber daya dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai hasil 

maksimal; sementara supremasi hukum menegaskan bahwa seluruh kegiatan 

harus dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku. Oleh karena itu, penerapan 

kelima prinsip ini menjadi sangat penting untuk mengatasi permasalahan yang 

ada, seperti kurangnya keterbukaan pengurus, lemahnya komunikasi, serta 

minimnya partisipasi masyarakat dalam mendukung program dan kegiatan 

BUMDes Martabe. 
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Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana Persepsi 

masyarakat dalam implementasi prinsip-prinsip Good local Governance dalam 

pengelolaan BUMDes serta mengidentifikasi kendala atau hambatan yang 

dihadapi. Dengan demikian, perbaikan dapat dilakukan guna mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. Good local Governance sangat dibutuhkan sebagai alat 

untuk menjamin kesinambungan usaha dengan memperhatikan peran dan 

kepentingan para pemangku kepentingan (stakeholder). Berdasarkan latar 

belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Persepsi Masyarakat dalam Implementasi Prinsip Good Local Governance 

Pada Pengelolaan BUMDes : Studi di Desa Sabungan, Kecamatan Sipahutar, 

Kabupaten Tapanuli Utara.” 

B. Identifikasi Masalah 

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk 

mengidentifikasi beberapa permasalahan utama yang berkaitan dengan persepsi 

masyarakat terhadap implementasi prinsip-prinsip good local governance dalam 

pengelolaan BUMDes di Desa Sabungan, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten 

Tapanuli Utara sebagai berikut:  

1. Pelaporan keuangan BUMDes belum disampaikan secara terbuka 

kepada masyarakat. Kurangnya akses informasi mengenai kegiatan 

usaha menyebabkan minimnya kepercayaan publik terhadap kinerja 

pengurus BUMDes. 

2. Sikap pengurus yang tertutup terhadap saran atau keluhan masyarakat 

menimbulkan kesenjangan komunikasi antara pengelola dan warga 
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desa, serta melemahkan hubungan kerja sama dalam pengembangan 

usaha. 

3. Rendahnya partisipasi warga dalam mendukung program BUMDes 

menunjukkan belum optimalnya penerapan prinsip partisipatif. 

Masyarakat cenderung pasif, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, 

maupun evaluasi kegiatan BUMDes. 

4. Tidak adanya sistem pengelolaan hutang piutang yang efektif antara 

pelaku usaha dan BUMDes berdampak pada terhambatnya arus modal 

dan memperlambat pengembangan unit usaha. 

C. Pembatasan Masalah 

Untuk menjaga fokus dan keterarahan dalam pelaksanaan penelitian, maka 

ruang lingkup permasalahan ini dibatasi pada BUMDes Martabe yang masih 

berjalan dan beroperasi di Desa Sabungan, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten 

Tapanuli Utara. Subjek yang menjadi fokus penelitian terbatas pada masyarakat 

Desa Sabungan dan pengurus BUMDes Martabe, yang terlibat langsung dalam 

pengelolaan serta pelaksanaan kegiatan usaha desa. Adapun aspek yang diteliti 

meliputi persepsi masyarakat terhadap implementasi prinsip-prinsip good local 

governance dalam pengelolaan BUMDes, khususnya pada prinsip transparansi, 

akuntabilitas, partisipasi, serta efisiensi dan efektivitas dan supremasi hukum. 

Penelitian ini tidak membahas aspek teknis operasional secara menyeluruh, 

melainkan lebih menekankan pada sejauh mana tata kelola yang diterapkan 

mampu membangun kepercayaan dan partisipasi masyarakat.  
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D. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah adalah penjabaran dari identifikasi dan pembatasan 

masalah, yang memberikan pernyataan rinci mengenai ruang lingkup 

penelitian. Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalahnya yaitu : 

1. Bagaimana persepsi prinsip –prinsip good governance dalam pengelolaan 

BUMDes di Desa Sabungan? 

2. Bagaimana tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan 

fungsinya sebagai motor penggerak ekonomi di Desa Sabungan? 

3. Strategi apa yang dapat diterapkan untuk efektivitas dan keberlanjutan 

BUMDes di Desa Sabungan? 

E. Tujuan Penelitian   

Dengan merujuk pada latar belakang dan identifikasi masalah yang telah 

diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Menganalisis sejauh mana Prinsip- Prinsip Good governance diterapkan 

dalam pengelolaan BUMDes di Desa sabungan, Kecamatan Sipahutar, 

Kabupaten Tapanuli Utara.  

2. Mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam 

menjalankan fungsinya sebagai motor penggerak ekonomi desa. 

3. Menyusun strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas 

dan keberlanjutan BUMDes. 

 

F. Manfaat Penelitian  
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1.  Manfaat Teoritis 

Penelitian ini memperkaya literatur mengenai penerapan prinsip-

prinsip good governance dalam pengelolaan BUMDes, khususnya dalam 

konteks Indonesia. Hasil penelitian ini bisa menjadi referensi teoritis untuk 

memahami hubungan antara good governance dan terhadap keberhasilan atau 

kegagalan BUMDes dalam meningkatkan perekonomian desa. 

2. Secara Praktis 

1. Bagi Penulis 

a. Penelitian dapat memperkaya kajian akademis terkait penerapan 

prinsip good governance dalam pengelolaan BUMDes, sehingga 

membuka ruang bagi penelitian lanjutan dibidang yang sama atau 

relevan.  

b. Penelitian ini memperkuat kemampuan keterampilan penulis dalam 

menganalisis dan Implementasi Prinsip good governance dalam 

Pengelolaan BUMDes di Desa. 

2. Bagi Pemerintah  

Penelitian ini bermanfaat sebagai referensi bagi pemerintah daerah 

untuk mengevaluasi dan membina BUMDes lain di wilayahnya, dengan 

fokus pada implementasi prinsip good governance untuk mendorong 

kemandirian desa.  

3. Bagi penelitian selanjutnya 
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a. Penelitian ini dapat berguna sebagai bahan referensi dan masukan 

untuk mengangkat kembali tema yang sama, namun dari sudut 

pandang yang berbeda khususnya dalam implementasi Prinsip - 

prinsip good governance. 

b. Penelitian ini membuka peluang untuk memperbaiki dan melengkapi 

temuan yang belum tercakup secara komprehensif. .  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan   

1. Hasil penelitian dari persepsi masyarakat dalam prinsip- prinsip good local 

governance dalam pengelolaan BUMDes Martabe menunjukkan capaian 

yang beragam pada masing-masing indikator, yang mencerminkan adanya 

ketimpangan dalam implementasi tata kelola yang ideal.  

a. Prinsip Transparansi memperoleh rata-rata persentase sebesar 39%, 

yang tergolong rendah. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar 

masyarakat belum mendapatkan akses yang memadai terhadap 

informasi penting terkait pengelolaan keuangan dan kegiatan 

operasional BUMDes. Kurangnya publikasi laporan keuangan dan 

minimnya media informasi terbuka menjadi faktor utama rendahnya 

transparansi.  

b. Prinsip Akuntabilitas juga berada dalam kategori rendah dengan rata-

rata 39%. Hal ini mengindikasikan bahwa pengurus BUMDes belum 

secara optimal mempertanggungjawabkan keputusan dan penggunaan 

dana kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Sistem 

pelaporan berkala dan audit internal belum berjalan secara konsisten.  

c. Prinsip Partisipasi Masyarakat mencatat persentase rata-rata 40%, 

juga tergolong rendah. Rendahnya partisipasi ini ditunjukkan dari 

minimnya keterlibatan warga dalam forum musyawarah, kurangnya 
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kesempatan menyampaikan pendapat, serta lemahnya kontribusi 

masyarakat dalam pengambilan keputusan strategis BUMDes.  

d. Prinsip Efisiensi dan Efektivitas menunjukkan hasil yang lebih baik 

dengan rata-rata 58%, tergolong sedang. Capaian ini mengindikasikan 

bahwa pengelolaan sumber daya oleh BUMDes telah dilakukan secara 

cukup efisien dan mampu menghasilkan output yang berdampak bagi 

masyarakat, meskipun belum sepenuhnya optimal dalam aspek 

perencanaan strategis dan pengembangan unit usaha.  

e. Prinsip Supremasi Hukum menempati posisi kedua tertinggi dengan 

rata-rata 54%, juga tergolong sedang. Ini menunjukkan bahwa 

pengurus BUMDes memiliki pemahaman yang cukup baik terhadap 

peraturan desa dan aturan hukum terkait, serta telah berupaya 

menjalankan kegiatan sesuai ketentuan. Namun, penerapan sanksi 

atau penegakan aturan terhadap pelanggaran, terutama dalam hal 

utang-piutang masyarakat, masih lemah.  

Secara keseluruhan, dari lima prinsip utama Good Local 

Governance yang dianalisis, tiga prinsip (transparansi, akuntabilitas, 

dan partisipasi) masih tergolong rendah, sedangkan dua prinsip 

(efisiensi-efektivitas dan supremasi hukum) berada pada kategori 

sedang. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya 

pengelolaan BUMDes yang lebih profesional, masih dibutuhkan 

peningkatan signifikan dalam hal keterbukaan informasi, 

pertanggungjawaban pengelola, dan keterlibatan masyarakat agar 
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prinsip-prinsip Good local Governance benar-benar terimplementasi 

secara menyeluruh dan berkelanjutan. 

2. BUMDes Martabe Desa Sabungan yang telah beroperasi sejak 2019 

masih menghadapi sejumlah tantangan pada lima prinsip Good Local 

Governance. Pada prinsip transparansi, tantangan utama adalah 

rendahnya keterbukaan informasi yang menurunkan kepercayaan dan 

meningkatkan ketidakpedulian masyarakat. Prinsip akuntabilitas 

terkendala oleh ketiadaan laporan pertanggungjawaban yang 

terstruktur dan lemahnya sistem evaluasi sehingga keputusan sering 

tidak berbasis data. Prinsip partisipasi terhambat oleh rendahnya 

keterlibatan warga dalam perencanaan dan pengawasan, serta 

program yang kurang sesuai kebutuhan. Prinsip efisiensi dan 

efektivitas terganggu oleh perencanaan yang tidak berbasis 

kebutuhan, keterbatasan modal, dan penumpukan stok barang yang 

tidak laku. Sementara itu, prinsip supremasi hukum dihadapkan pada 

rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban 

pembayaran, lemahnya pencatatan, dan ketiadaan sanksi tegas. Secara 

keseluruhan, diperlukan langkah strategis seperti regulasi yang lebih 

ketat, peningkatan transparansi, dan pelibatan aktif masyarakat 

melalui forum Musrenbang untuk memperkuat pengelolaan BUMDes 

yang efektif, berkelanjutan, dan inklusif. 

3. Berdasarkan temuan penelitian, strategi penguatan Good Local 

Governance di BUMDes Martabe Desa Sabungan perlu dirancang 
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secara komprehensif dan selaras dengan potensi lokal, kapasitas 

pengelola, serta nilai budaya masyarakat. Pada prinsip transparansi, 

langkah yang dapat ditempuh adalah publikasi rutin laporan keuangan 

melalui media desa dan forum dialog triwulanan. Prinsip akuntabilitas 

diperkuat melalui penyusunan laporan yang mudah dipahami, 

pelatihan literasi keuangan, pembentukan tim evaluasi internal, audit 

berkala, dan forum refleksi publik. Prinsip partisipasi ditingkatkan 

melalui pembentukan lembaga pengawasan masyarakat dan forum 

diskusi rutin yang memfasilitasi pelatihan serta sosialisasi peran 

BUMDes. Prinsip efisiensi dan efektivitas dijalankan dengan 

pemanfaatan skema pembiayaan alternatif seperti KUR dan hibah, 

serta pemetaan usaha potensial untuk memastikan alokasi dana tepat 

sasaran. Sementara itu, prinsip supremasi hukum diperkuat dengan 

penagihan persuasif kepada debitur, pemerataan distribusi pinjaman, 

dan edukasi pengelolaan dana yang produktif. Strategi-strategi ini 

diharapkan mampu meningkatkan efektivitas, keberlanjutan, dan daya 

saing BUMDes secara inklusif. 

B. Saran  

1. Bagi pemerintah Desa 

Pemerintah desa diharapkan lebih aktif dalam memberikan 

pengawasan, pembinaan, dan dukungan anggaran terhadap operasional 

BUMDes. Peran ini penting untuk mendorong terciptanya tata kelola yang 
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sesuai prinsip Good Local Governance serta membangun kepercayaan 

masyarakat terhadap lembaga ekonomi desa. 

2. Bagi pengurus BUMDes 

Disarankan untuk meningkatkan kapasitas manajerial dan 

transparansi dalam pelaporan keuangan melalui pelatihan rutin dan 

pemanfaatan teknologi informasi. Pengurus juga perlu menyusun dan 

menerapkan SOP keuangan yang jelas, agar semua proses dapat 

terdokumentasi dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. 

3. Bagi masyarakat  

Diharapkan adanya peningkatan kesadaran dan partisipasi aktif 

dalam mendukung kegiatan dan program BUMDes. Masyarakat sebagai 

pemilik sekaligus pengguna layanan BUMDes perlu lebih terlibat dalam 

perencanaan, pengawasan, hingga evaluasi kegiatan agar BUMDes 

menjadi milik bersama yang dikelola dengan tanggung jawab kolektif. 
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